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Abstract

Green energy transition is a strategic issue in supporting sustainable
development in Indonesia, including in Merauke Regency which has renewable
energy potential, such as solar power and biomass. However, the
implementation of green energy in this area still faces various challenges, such
as high dependence on fossil fuels, limited infrastructure, minimal investment,
and lack of skilled workers. This study aims to analyze the challenges and
opportunities of the green energy transition in Merauke and formulate more
effective and contextual policy strategies to accelerate the adoption of
renewable energy by considering local geographic, social, and economic
factors. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical
method. Data were collected through in-depth interviews with stakeholders,
direct observation, and analysis of policy documents and related literature.
Thematic analysis techniques were used to identify the main factors influencing
the green energy transition in Merauke. The results of the study show that
although there are policies that support green energy, their implementation is
still not optimal due to weak coordination between the central and regional
governments and the lack of incentives for investors. To accelerate the energy
transition, more effective policy strategies are needed, such as providing
investment incentives, increasing workforce capacity through training, and
optimizing cooperation between the government, private sector, and the
community. With more targeted policies, Merauke has the potential to become
an example of a region that is successful in the green energy transition,
supporting local economic growth, and contributing to the achievement of
national and global clean energy targets.

Keywords: Green Energy Transition, Energy Policy, Sustainable
Development, Merauke Regency, Renewable Energy.

Abstrak

Transisi energi hijau menjadi isu strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Merauke yang memiliki potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan
biomassa. Namun, implementasi energi hijau di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil, keterbatasan infrastruktur, minimnya investasi, serta
kurangnya tenaga kerja terampil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang transisi
energi hijau di Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual guna
mempercepat adopsi energi terbarukan dengan mempertimbangkan faktor geografis, sosial, dan ekonomi
lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi langsung, serta
analisis dokumen kebijakan dan literatur terkait. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi
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faktor-faktor utama yang mempengaruhi transisi energi hijau di Merauke. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung energi hijau, implementasinya masih belum optimal
akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kurangnya insentif bagi investor. Untuk
mempercepat transisi energi, diperlukan strategi kebijakan yang lebih efektif, seperti pemberian insentif
investasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, serta optimalisasi kerja sama antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kebijakan yang lebih terarah, Merauke berpotensi
menjadi contoh daerah yang berhasil dalam transisi energi hijau, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,
serta berkontribusi pada pencapaian target energi bersih nasional dan global.

Kata kunci: Transisi Energi Hijau, Kebijakan Energi, Pembangunan Berkelanjutan, Kabupaten
Merauke, Energi Terbarukan.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak,
memaksa berbagai negara untuk mengadopsi strategi pembangunan berkelanjutan guna mengurangi
emisi gas rumah kaca (Filonchyk et al. 2024). Ekonomi hijau muncul sebagai konsep yang
mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan (Huang
and He 2023), salah satunya melalui transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.
Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung transisi ini melalui kebijakan yang
mendorong investasi dalam energi bersih, regulasi emisi karbon, serta insentif bagi industri hijau
(Chang et al. 2022). Namun, proses transisi ini tidak selalu berjalan lancar, karena masih terdapat
berbagai tantangan seperti keterbatasan teknologi, ketergantungan pada energi fosil, serta resistensi
dari industri yang bergantung pada sumber energi konvensional.

Di sisi lain, transisi energi juga memiliki dampak ekonomi yang kompleks, terutama dalam
sektor ketenagakerjaan dan investasi (Pietrzak et al. 2021). Pergeseran dari industri berbasis fosil
ke energi terbarukan dapat menciptakan peluang kerja baru (Algil and Kaya 2021), tetapi juga
berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor tradisional. Selain itu, biaya awal untuk
infrastruktur energi hijau masih tergolong tinggi, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang
tepat guna mengurangi beban ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah dituntut
untuk tidak hanya mendorong investasi di sektor energi bersih, tetapi juga memastikan bahwa
transisi ini bersifat inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih dalam
(Kemp et al. 2022).

Kabupaten Merauke, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam,
menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi ekonomi hijau dan transisi energi. Meskipun
daerah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan
biomassa dari hasil pertanian (Saleem 2022), pemanfaatannya masih sangat terbatas. Salah satu
permasalahan utama adalah ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil, terutama solar
yang digunakan untuk pembangkit listrik di daerah terpencil. Distribusi bahan bakar ini sering kali
terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai, menyebabkan biaya energi menjadi lebih
mahal dibandingkan daerah lain di Indonesia (Cahyani et al. 2022). Hal ini semakin diperparah
dengan minimnya investasi dalam energi terbarukan akibat kurangnya insentif kebijakan yang
menarik bagi investor.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki
keahlian di bidang energi hijau menjadi tantangan tersendiri. Program-program pelatihan tenaga
kerja di sektor energi terbarukan masih belum berkembang secara optimal di Merauke, sehingga
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masyarakat setempat belum dapat sepenuhnya terlibat dalam industri ini. Akibatnya, upaya transisi
energi masih berjalan lambat, dan masyarakat tetap bergantung pada sumber energi konvensional
yang tidak ramah lingkungan (Jaiswal et al. 2022). Selain itu, keberlanjutan ekonomi masyarakat
adat yang bergantung pada alam juga menjadi perhatian, karena kebijakan energi hijau harus
memperhitungkan aspek sosial dan budaya setempat agar tidak merugikan komunitas local
(Levenda, Behrsin, and Disano 2021).

Lebih lanjut, peran pemerintah daerah dalam mendorong transisi energi masih menghadapi
berbagai hambatan birokrasi dan keterbatasan anggaran. Meskipun terdapat wacana pengembangan
energi hijau, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah (Huang 2023). Regulasi terkait insentif bagi energi terbarukan juga
masih belum jelas, sehingga pelaku usaha dan masyarakat enggan berinvestasi di sektor ini. Oleh
karena itu, diperlukan strategi yang lebih konkret dan terintegrasi (Marsh, Velenturf, and Bernal
2022) untuk memastikan bahwa transisi energi di Merauke dapat berjalan secara berkelanjutan,
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta memberikan manfaat ekonomi bagi
masyarakat setempat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tantangan dan peluang dalam transisi energi
serta implementasi ekonomi hijau Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua.
Keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi energi terbarukan menjadi kendala utama
dalam penerapan kebijakan energi hijau di daerah perbatasan (Gajdzik et al. 2023). Sementara itu,
penelitian oleh (Shittu, Latiff, and Baharudin 2025) menemukan bahwa dukungan kebijakan yang
kurang optimal serta minimnya insentif bagi investor menghambat pengembangan energi bersih di
wilayah-wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil. Penelitian lain yang
dilakukan oleh (Martoyoedo et al. 2024) mengungkap bahwa meskipun terdapat potensi besar
dalam pemanfaatan energi surya dan biomassa di Papua, implementasinya masih sangat terbatas
akibat keterbatasan tenaga kerja terampil dan biaya investasi yang tinggi (Akeed et al. 2022).
Berdasarkan studi-studi tersebut, penelitian ini akan memperdalam analisis tentang tantangan
spesifik yang dihadapi Kabupaten Merauke dalam transisi energi hijau serta mengkaji langkah-
langkah kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tantangan dan peluang transisi energi di
Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik menyoroti kondisi di
Kabupaten Merauke. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek umum
transisi energi di wilayah terpencil atau daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar
fosil, tanpa menggali lebih dalam hambatan unik yang dihadapi Merauke, seperti keterbatasan
infrastruktur listrik, akses teknologi energi terbarukan, serta faktor sosial dan budaya masyarakat
adat setempat (Hoicka, Savic, and Campney 2021). Selain itu, belum banyak penelitian yang secara
langsung mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi
hijau di Merauke dan bagaimana kebijakan tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah
pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan
memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai tantangan lokal serta merumuskan rekomendasi
kebijakan yang lebih kontekstual bagi percepatan transisi energi di Kabupaten Merauke.
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Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat semakin meningkatnya kebutuhan energi
bersih di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang masih bergantung pada bahan bakar fosil
seperti Kabupaten Merauke. Dengan meningkatnya tekanan global untuk mengurangi emisi karbon
dan komitmen Indonesia terhadap transisi energi hijau, memahami tantangan yang dihadapi daerah
seperti Merauke menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, ketimpangan akses terhadap energi terbarukan di daerah terpencil dapat memperlambat
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika permasalahan ini tidak segera
diatasi, maka Merauke berisiko tertinggal dalam pembangunan berkelanjutan serta menghadapi
dampak lingkungan yang lebih besar akibat eksploitasi sumber daya energi konvensional (Algarni
et al. 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna memberikan solusi
konkret yang dapat mempercepat transisi energi hijau di Merauke.

Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan fokus yang lebih spesifik pada
Kabupaten Merauke, suatu wilayah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang
berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia dalam konteks transisi energi hijau (Werang et al.
2023). Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas tantangan transisi energi
secara nasional atau di wilayah perkotaan, studi ini akan menggali faktor-faktor lokal yang menjadi
hambatan utama serta potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong energi terbarukan di
Merauke. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan yang telah diterapkan oleh
pemerintah daerah dan pusat dapat disinergikan untuk menciptakan strategi transisi energi yang
lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
yang lebih aplikatif bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mempercepat adopsi
energi hijau di daerah terpencil seperti Merauke.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang transisi energi hijau
di Kabupaten Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual guna
mempercepat adopsi energi terbarukan dengan mempertimbangkan faktor geografis, sosial, dan
ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk
memahami tantangan dan peluang dalam transisi energi hijau di Kabupaten Merauke (Hakim and
llmar 2024). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara
mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi energi terbarukan, baik dari sisi
kebijakan, infrastruktur, maupun aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dengan metode
deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga
menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang menghambat atau mendukung transisi energi
hijau di daerah tersebut (Shahbaz et al. 2022).

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Merauke, yang dipilih karena memiliki tantangan unik
dalam implementasi energi hijau, seperti keterbatasan infrastruktur dan tingginya ketergantungan
terhadap bahan bakar fosil. Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan, termasuk
pemerintah daerah yang berperan dalam perumusan kebijakan, perusahaan energi yang
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menyediakan sumber daya dan teknologi, masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh transisi
energi, serta akademisi dan praktisi yang memiliki wawasan tentang energi terbarukan.
Keberagaman subjek penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif
mengenai tantangan dan peluang transisi energi di Merauke.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pelaku
industri energi, dan masyarakat lokal untuk memahami bagaimana kebijakan energi hijau
diterapkan dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, observasi langsung
terhadap kondisi infrastruktur energi serta aktivitas masyarakat dalam mengakses energi juga
dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan. Sementara itu, data sekunder
dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, serta data
statistik terkait transisi energi, sehingga penelitian ini memiliki dasar yang kuat dalam memahami
kondisi yang ada.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana berbagai
temuan dari wawancara, observasi, dan studi dokumen (Morgan 2022) dikategorikan ke dalam
tema-tema utama yang berhubungan dengan tantangan dan peluang transisi energi di Merauke.
Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan kebijakan dan praktik terbaik yang telah
diterapkan di daerah lain untuk merumuskan strategi yang lebih efektif bagi Kabupaten Merauke.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang paling relevan dan dapat
diterapkan dalam konteks lokal dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, dan ekonomi
masyarakat.

Untuk meningkatkan akurasi dan validitas temuan, penelitian ini menggunakan metode
triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen
kebijakan. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga
memiliki landasan yang kuat berdasarkan berbagai sumber data yang berbeda. Dengan demikian,
hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai permasalahan transisi
energi di Merauke serta solusi yang dapat diterapkan secara efektif.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang
aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat adopsi
energi hijau di Kabupaten Merauke. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, kebijakan
yang dirumuskan dapat lebih sesuai dengan kondisi lokal dan memberikan manfaat yang lebih besar
bagi masyarakat serta lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi
daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam transisi energi menuju pembangunan yang
lebih berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas hasil penelitian, penting untuk memahami bahwa transisi energi hijau
di Kabupaten Merauke menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang unik. Dengan potensi
energi terbarukan yang cukup besar, seperti tenaga surya dan biomassa, daerah ini memiliki
kesempatan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi
yang lebih berkelanjutan. Namun, berbagai hambatan, seperti infrastruktur yang terbatas,
kurangnya investasi, serta minimnya regulasi yang mendukung, masih menjadi kendala utama. Oleh
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karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, mengeksplorasi potensi yang
ada, serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat mempercepat transisi energi hijau di Merauke
secara efektif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah diperoleh
berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan.

Tabel 1. Tantangan Transisi Energi Hijau di Kabupaten Merauke

Tantangan Deskripsi Hasil Penelitian
Keteraantungan  tinaai Sebagian besar listrik di Merauke masih bergantung pada PLTD
g g 99 (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang menggunakan solar,
terhadap bahan bakar ) S ) ) .
. menyebabkan biaya energi tinggi dan ketidakstabilan pasokan akibat
fosil AN
distribusi bahan bakar yang terbatas.
Belum adanya pengembangan skala besar untuk pembangkit listrik
Keterbatasan ; . g )
. . | tenaga surya atau biomassa, meskipun Merauke memiliki potensi
infrastruktur energi s o
besar untuk energi hijau. Infrastruktur listrik yang ada belum
terbarukan . . i :
mendukung integrasi energi terbarukan secara optimal.
Investor masih enggan menanamkan modal dalam proyek energi
Hambatan investasi | terbarukan di Merauke karena minimnya insentif fiskal, perizinan
energi hijau yang kompleks, serta kurangnya kepastian hukum terkait

pengembangan energi hijau.

Minimnya regulasi yang
mendukung

Kebijakan energi hijau di tingkat daerah masih kurang jelas dan
belum terintegrasi dengan kebijakan nasional, sehingga
implementasi program transisi energi berjalan lambat.

Keterbatasan sumber

daya manusia

Kurangnya tenaga kerja terampil dalam bidang energi terbarukan
menyebabkan keterlambatan dalam pengoperasian dan pemeliharaan
sistem energi hijau. Program pelatihan dan pendidikan di bidang ini
juga masih minim.

Kurangnya  koordinasi
antara pemerintah pusat
dan daerah

Pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam menyelaraskan
kebijakan energi hijau dengan program pemerintah pusat. Kurangnya
komunikasi dan sinergi antarinstansi menyebabkan program transisi
energi tidak berjalan efektif.

Tabel di atas merangkum berbagai tantangan yang menghambat transisi energi hijau di Kabupaten
Merauke, mulai dari ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil hingga kurangnya koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah. Infrastruktur energi terbarukan yang belum berkembang
optimal, minimnya insentif investasi, serta keterbatasan tenaga kerja terampil menjadi faktor utama
yang memperlambat adopsi energi bersih di daerah ini. Selain itu, belum adanya regulasi daerah
yang mendukung secara efektif serta lemahnya sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat semakin
memperumit proses transisi energi. Identifikasi tantangan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam
perumusan strategi kebijakan yang lebih tepat untuk mempercepat pengembangan energi hijau di

Merauke.

Tabel 2: Peluang dan Potensi Pengembangan Energi Hijau di Kabupaten Merauke

Aspek

Temuan Penelitian

Dampak/Peluang

Potensi Energi
Terbarukan

Kabupaten Merauke memiliki paparan
sinar matahari yang tinggi sepanjang
tahun serta ketersediaan biomassa dari
sektor pertanian (sisa hasil panen, limbah
kayu, dan kotoran ternak).

Dapat  dimanfaatkan  untuk
pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) dan biomassa sebagai
sumber energi alternatif yang
lebih ramah lingkungan.
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Pemerintah Indonesia memiliki komitmen

untuk mencapai bauran energi terbarukan | Kebijakan ini dapat menjadi
Dukungan sebesar 23% pada tahun 2025 melalui | dasar bagi pemerintah daerah
Kebijakan berbagai kebijakan seperti Peraturan | untuk mengembangkan regulasi
Nasional Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang | lokal yang mendukung investasi

Percepatan Pengembangan Energi | energi hijau.

Terbarukan.
Kesadaran Semakin banyak masyarakat dan pelaku | Meningkatkan potensi adopsi
Masyarakat usaha yang mulai menyadari pentingnya | teknologi energi hijau di sektor
dan Pelaku | energi hijau dalam mengurangi biaya | rumah tangga, pertanian, dan
Usaha operasional dan dampak lingkungan. industri lokal.

Terdapat peluang kerja sama antara
K . pemerintah daerah, sektor swasta, dan | Mempercepat  pengembangan

olaborasi K . . A

Multi- omunitas lokal _da_la}m_ proyek energi infrastruktur energi hljau_ dan
Stakeholder hijau. Beberapa inisiatif awal seperti | membuka peluang investasi yang

pembangunan PLTS skala kecil telah | lebih besar dalam sektor ini.

mulai diterapkan di beberapa wilayah.

Tabel di atas menjelaskan berbagai peluang dan potensi yang dimiliki Kabupaten Merauke
dalam pengembangan energi hijau. Potensi utama berasal dari ketersediaan sumber daya energi
terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif energi
fosil. Selain itu, dukungan kebijakan nasional memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan regulasi yang lebih spesifik guna mendorong investasi di sektor energi hijau.
Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang semakin meningkat terhadap manfaat energi bersih
juga menjadi faktor pendorong adopsi teknologi energi terbarukan. Terakhir, peluang kolaborasi
antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal membuka ruang bagi pengembangan proyek
energi hijau yang lebih luas dan berkelanjutan.

Tabel 3: Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Transisi Energi di Kabupaten

Merauke
Aspek Hasil ~ Analisis  di | Perbandingan dengan Kesgmangan
: - Kebijakan dan
Evaluasi Kabupaten Merauke | Daerah Lain " .
Realitas di Lapangan
Regulasi terkait energi
hijau masih bersifat | Daerah seperti NTT dan | Kurangnya  peraturan
umum dan  belum | Bali telah  memiliki | daerah yang mengatur
Efektivitas spesifik untuk kondisi | kebijakan daerah yang | insentif bagi investor
Kebijakan Merauke. Implementasi | lebih jelas dalam | energi hijau dan
program energi | mendorong investasi | penggunaan teknologi
terbarukan masih | energi hijau. energi terbarukan.
terbatas.
Ir_1_frastruktur energl Beberapa daerah di Jawa | Keterbatasan investasi
hijau masih  minim,
. - .’ | Barat dan NTT telah | dalam  pembangunan
mayoritas listrik masih ) .
Dukungan beraantuna pada PLTD mengembangkan PLTS | infrastruktur energi
Infrastruktur gantung p skala kecil dan | terbarukan dan
berbasis solar. | ~ . .
mikrohidro untuk daerah | kurangnya pendanaan
Pemanfaatan tenaga . . .
. terpencil. dari pemerintah daerah.
surya belum optimal
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meskipun  potensinya
besar.
Kurangnya insentif bagi | Daerah  seperti  Jawa Keterbatasan ~ regulasi
sektor swasta untuk | Tengah telah an menarik  baai
. berinvestasi dalam | menerapkan skema | Y2"9 g
Investasi dan T . . . investor dan kurangnya
. energi  hijau. Proyek | insentif  pajak  dan S
Insentif . . . . koordinasi antara
energi  hijau  masih | kemudahan  perizinan emerintah daerah dan
didominasi oleh | bagi investor energi pusat
pemerintah pusat. hijau. pusat.
Sumber daya manusia Kurangnya program
(SDM) lokal masih | Beberapa daerah seperti | pelatihan berbasis lokal
Pendidikan minim keahlian dalam | Yogyakarta ~ memiliki | yang dapat
dan Pelatihan | teknologi energi | program pelatihan tenaga | memberdayakan
SDM terbarukan.  Program | kerja  khusus  untuk | masyarakat dalam
pelatihan belum | sektor energi hijau. pengembangan  energi
berjalan optimal. hijau.
Kerjasama dengan
sektor swasta dalam | Beberapa daerah seperti
. . Belum adanya model
proyek energi | Bali telah sukses . :
. ; : kerja sama yang efektif
Kolaborasi terbarukan masih | membangun ekosistem antara emerintah
Pemerintah terbatas. Mayoritas | kolaborasi antara daerah dan iF;]ak swasta
dan Swasta proyek masih | pemerintah, swasta, dan dalam menpemban kan
bergantung pada | masyarakat dalam energi ener ihi'aug g
inisiatif pemerintah | hijau. grhtjat.
pusat.

Tabel ini menyajikan evaluasi terhadap kebijakan transisi energi hijau di Kabupaten
Merauke dengan membandingkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, kesenjangan antara
regulasi dan realitas di lapangan, serta studi perbandingan dengan daerah lain yang telah berhasil
dalam implementasi energi hijau. Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa Merauke masih
menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek regulasi yang belum spesifik, minimnya
insentif investasi, kurangnya infrastruktur energi hijau, serta keterbatasan sumber daya manusia
dalam pengelolaan energi terbarukan. Dibandingkan dengan daerah seperti Nusa Tenggara Timur
(NTT), Jawa Tengah, dan Bali yang telah lebih maju dalam penerapan kebijakan energi hijau,
Merauke masih perlu meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong
partisipasi sektor swasta untuk mempercepat transisi energi. Dengan memahami kesenjangan ini,
penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mempercepat

adopsi energi terbarukan di wilayah tersebut.

Tabel 4: Strategi Kebijakan untuk Mempercepat Transisi Energi di Kabupaten Merauke

Strategi Kebijakan Deskripsi

Mengembangkan  kebijakan yang disesuaikan  dengan
Rekomendasi  Kebijakan | karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Merauke, seperti
Berbasis Kondisi Lokal pemanfaatan energi surya dan biomassa yang melimpah serta

integrasi dengan pola kehidupan masyarakat adat.
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Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti subsidi,
keringanan pajak, dan kemudahan perizinan untuk menarik
investasi dalam pengembangan energi terbarukan di Merauke.

Menyusun regulasi daerah yang lebih jelas dan mendukung

Usulan Insentif  bagi
Investor Energi Hijau

Penguatan Regulasi | percepatan transisi energi, termasuk target penggunaan energi
Terkait Transisi Energi terbarukan dan pembatasan penggunaan bahan bakar fosil secara
bertahap.
Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan
Strategi Peningkatan | keterampilan di bidang energi hijau, serta menyusun program

Kapasitas Tenaga Kerja edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami manfaat dan
penggunaan energi terbarukan.

Meningkatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan
untuk mempercepat implementasi kebijakan energi hijau,
termasuk kerja sama dalam penelitian, pendanaan, dan
pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Optimalisasi Sinergi antara
Pemerintah Pusat, Daerah,
dan Sektor Swasta

Tabel ini menyajikan strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mempercepat transisi
energi hijau di Kabupaten Merauke. Strategi tersebut mencakup rekomendasi kebijakan berbasis
kondisi lokal, insentif bagi investor, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta
optimalisasi sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Setiap strategi dirancang untuk mengatasi
tantangan spesifik di Merauke, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya investasi, dan
rendahnya pemanfaatan energi terbarukan. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih kontekstual
dan terintegrasi, diharapkan transisi energi hijau di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan

Kabupaten Merauke masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama solar,
sebagai sumber utama energi listrik dan transportasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan
infrastruktur energi terbarukan serta distribusi bahan bakar yang telah lama menjadi bagian dari
sistem energi daerah. Ketergantungan ini berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal, di mana
harga energi menjadi lebih mahal dibandingkan daerah lain akibat biaya distribusi yang tinggi.
Selain itu, volatilitas harga bahan bakar fosil di pasar global turut mempengaruhi stabilitas ekonomi
masyarakat, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah yang membutuhkan energi dalam
operasionalnya (Hoang et al. 2021). Ketidakstabilan ini menciptakan tekanan ekonomi,
menghambat pertumbuhan industri lokal, serta memperlambat adopsi teknologi energi terbarukan
yang masih dianggap mahal oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Meskipun Merauke memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya
dan biomassa, pengembangannya masih sangat terbatas. Salah satu hambatan utama adalah
kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung produksi dan distribusi energi hijau. Saat
ini, instalasi pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa masih dalam skala kecil dan belum
terintegrasi secara luas ke dalam sistem energi daerah. Selain itu, keterbatasan investasi di sektor
energi hijau menjadi kendala utama dalam percepatan transisi energi (Aleluia et al. 2022).
Minimnya insentif fiskal serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan energi
terbarukan membuat investor enggan menanamkan modalnya di Merauke. Tanpa adanya kebijakan
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yang lebih proaktif dalam menarik investasi, transisi energi di wilayah ini akan berjalan lambat dan
sulit bersaing dengan sumber energi konvensional yang lebih tersedia.

Selain faktor infrastruktur dan investasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang
memiliki keahlian dalam bidang energi terbarukan juga menjadi tantangan besar. Penguasaan
teknologi energi hijau, seperti instalasi panel surya, pemanfaatan biomassa, serta pemeliharaan
sistem energi berkelanjutan, masih sangat terbatas di kalangan masyarakat dan tenaga kerja lokal.
Kurangnya program pelatinan dan edukasi di bidang energi hijau menyebabkan tenaga kerja di
Merauke belum siap untuk berpartisipasi aktif dalam industri ini. Selain itu, kurangnya keterlibatan
institusi pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menyediakan kurikulum berbasis energi terbarukan
memperburuk situasi ini. Tanpa adanya peningkatan kapasitas SDM, pengembangan energi hijau
di Merauke akan terus mengalami kendala teknis, yang pada akhirnya menghambat adopsi dan
keberlanjutan transisi energi di daerah tersebut.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan transisi
energi di Merauke masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah
ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik daerah. Meskipun pemerintah
pusat telah mencanangkan berbagai program transisi energi hijau, implementasinya di tingkat
daerah masih mengalami banyak hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi
kebijakan, serta minimnya sinergi antara lembaga terkait (Qadir et al. 2024). Pemerintah daerah
sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal yang
memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Selain itu, kurangnya mekanisme insentif
yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang ingin mengembangkan energi hijau
menyebabkan stagnasi dalam upaya transisi energi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan
koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam aspek perencanaan,
alokasi anggaran, maupun implementasi kebijakan, agar transisi energi di Merauke dapat berjalan
lebih optimal.

Kabupaten Merauke memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, terutama dari
tenaga surya dan biomassa. Dengan tingkat penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun,
energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan
di wilayah ini. Selain itu, sebagai daerah dengan sektor pertanian dan perkebunan yang luas, limbah
biomassa dari hasil pertanian seperti jerami dan sisa tanaman pangan dapat dimanfaatkan sebagai
sumber energi bersih. Namun, pemanfaatan energi ini masih terbatas akibat kurangnya infrastruktur
dan teknologi yang mendukung, sehingga diperlukan kebijakan dan investasi yang lebih masif
untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Peluang investasi dalam sektor energi hijau di Merauke sangat besar, terutama mengingat
kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan
adanya kebijakan nasional yang mendorong transisi energi, Merauke dapat menjadi target investasi
bagi perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Insentif bagi investor, seperti subsidi
untuk pembangunan infrastruktur energi hijau atau skema kemitraan publik-swasta, dapat menjadi
solusi untuk mempercepat implementasi energi bersih di daerah ini. Selain itu, pengembangan
industri energi hijau juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam bidang konstruksi,
operasional, maupun pemeliharaan sistem energi terbarukan (Strielkowski et al. 2021). Masyarakat
dan sektor swasta memegang peran penting dalam percepatan adopsi energi terbarukan di Merauke.
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Kesadaran masyarakat terhadap manfaat energi hijau perlu ditingkatkan melalui edukasi dan
sosialisasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam penggunaan teknologi energi
terbarukan, seperti pemasangan panel surya di rumah tangga atau industri kecil. Sektor swasta juga
dapat menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan energi hijau melalui inovasi dan
investasi dalam teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah,
sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem energi hijau
yang berkelanjutan di daerah ini (Mihailova et al. 2022).

Selain aspek teknis dan ekonomi, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam keberhasilan
transisi energi di Merauke. Sebagai daerah dengan populasi masyarakat adat yang kuat,
implementasi energi hijau harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan sumber
daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pendekatan yang melibatkan komunitas
adat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek energi hijau dapat meningkatkan tingkat
penerimaan dan keberlanjutan program. Namun, tantangan yang muncul adalah adanya resistensi
terhadap perubahan dan ketergantungan pada sumber energi konvensional yang sudah digunakan
selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, strategi transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan
inklusif agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sampai saat ini, kebijakan pemerintah dalam mendukung transisi energi di Kabupaten
Merauke masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa program yang
telah diterapkan, seperti penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil di
beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan (Redaputri and Barusman 2021), masih terbatas dalam
cakupan dan kapasitasnya. Selain itu, insentif bagi pelaku usaha dan investor energi hijau masih
minim, sehingga adopsi energi terbarukan belum berkembang secara optimal. Regulasi terkait
penggunaan energi hijau lebih banyak bersifat nasional dan kurang memiliki implementasi yang
konkret di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang
ingin berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan, sehingga transisi energi di Merauke
masih berjalan lambat dibandingkan dengan daerah lain yang lebih proaktif dalam mengadopsi
kebijakan energi hijau.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang telah berhasil menerapkan transisi
energi hijau, Merauke masih tertinggal dalam hal strategi kebijakan dan implementasi. Misalnya,
Bali telah menerapkan regulasi energi hijau yang lebih progresif, dengan memberikan insentif
kepada sektor pariwisata dan industri untuk menggunakan energi terbarukan. Sementara itu, Nusa
Tenggara Timur (NTT) telah mengembangkan proyek PLTS berskala besar dengan dukungan
investasi dari sektor swasta dan organisasi internasional. Keberhasilan daerah-daerah ini
menunjukkan bahwa kombinasi regulasi yang kuat, insentif yang menarik, serta kolaborasi antara
pemerintah dan swasta menjadi faktor kunci dalam percepatan transisi energi hijau. Merauke dapat
belajar dari pendekatan yang telah diterapkan di daerah-daerah ini untuk merancang strategi
kebijakan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi lokal.

Namun, masih terdapat kesenjangan kebijakan yang perlu segera diatasi agar transisi energi
di Merauke dapat berjalan lebih optimal. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya
kebijakan spesifik di tingkat daerah yang secara langsung mengatur pemanfaatan energi terbarukan.
Kebijakan yang ada saat ini masih berfokus pada penyediaan listrik tanpa mempertimbangkan
keberlanjutan sumber energi. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
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dalam pengalokasian anggaran untuk pengembangan energi hijau juga menjadi hambatan
signifikan. Kesenjangan ini menciptakan ketidakjelasan dalam implementasi program transisi
energi, sehingga meskipun terdapat potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan,
realisasinya masih jauh dari harapan.

Untuk mempercepat transisi energi di Merauke, diperlukan perbaikan kebijakan yang lebih
spesifik dan berbasis kondisi lokal. Pemerintah daerah perlu merancang regulasi yang memberikan
insentif bagi investor dan pelaku usaha yang berkomitmen pada pengembangan energi hijau, seperti
insentif pajak, subsidi teknologi, atau kemudahan perizinan. Selain itu, perlu ada peningkatan kerja
sama dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan.
Program pelatihan dan edukasi bagi masyarakat lokal juga penting untuk memastikan bahwa
transisi energi tidak hanya mengandalkan investasi eksternal, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif
dari masyarakat. Dengan strategi kebijakan yang lebih terarah, Kabupaten Merauke dapat
mempercepat adopsi energi hijau dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di
Indonesia.

Dalam upaya mempercepat transisi energi hijau di Kabupaten Merauke, diperlukan
kebijakan yang berbasis pada kondisi lokal agar implementasi energi terbarukan dapat berjalan
secara efektif dan berkelanjutan. Karakteristik geografis Merauke yang kaya akan sumber daya
energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biomassa, harus menjadi dasar dalam perumusan
kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah daerah perlu merancang regulasi yang
mempermudah adopsi teknologi energi hijau, seperti insentif bagi masyarakat untuk beralih ke
sumber energi bersih serta penyederhanaan perizinan bagi proyek energi terbarukan. Selain itu,
kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat,
sehingga transisi energi dapat diterima dan diadopsi dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat
tanpa menimbulkan kesenjangan atau resistensi.

Salah satu langkah penting dalam mendukung transisi energi hijau adalah perumusan
insentif bagi investor dan pelaku usaha di sektor energi terbarukan. Minimnya investasi dalam
energi hijau di Merauke disebabkan oleh tingginya biaya awal serta ketidakpastian regulasi yang
kurang mendukung pengembangan industri energi bersih. Oleh karena itu, pemerintah perlu
menawarkan berbagai insentif, seperti keringanan pajak, subsidi untuk teknologi energi terbarukan,
serta kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi dalam energi hijau.
Selain itu, kemitraan dengan lembaga keuangan dan investor global dapat menjadi strategi untuk
menarik pendanaan bagi proyek-proyek energi bersih yang dapat mengurangi ketergantungan
daerah terhadap bahan bakar fosil.

Selain aspek investasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
energi terbarukan juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transisi energi hijau di Merauke
(Fauzi, Mayor, and Liauw 2023). Saat ini, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam
bidang energi bersih menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi teknologi energi
terbarukan. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan berbasis keterampilan yang dapat
membekali masyarakat lokal dengan kemampuan teknis dalam pemasangan, pemeliharaan, dan
pengelolaan sistem energi terbarukan. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga
riset dapat berkontribusi dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang selaras dengan
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kebutuhan industri energi hijau, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di
sektor tersebut.

Optimalisasi kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi
elemen krusial dalam mempercepat transisi energi hijau. Pemerintah perlu membangun sinergi
dengan perusahaan energi, investor, serta komunitas lokal untuk memastikan bahwa kebijakan yang
diterapkan dapat berjalan secara efektif dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku
kepentingan. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam pengembangan energi terbarukan
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber energi bersih, sehingga
keberlanjutan proyek energi hijau dapat terjaga dalam jangka panjang. Melalui kerja sama yang
kuat dan strategi kebijakan yang tepat, transisi energi hijau di Kabupaten Merauke dapat berjalan
lebih cepat, inklusif, dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat setempat.

Transisi energi hijau di Kabupaten Merauke memiliki dampak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja
baru di sektor energi terbarukan serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang
mahal dan tidak stabil. Implementasi energi hijau juga dapat meningkatkan akses listrik yang lebih
andal dan berkelanjutan bagi masyarakat (Kabeyi and Olanrewaju 2022), khususnya di daerah
terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini berkontribusi
dalam mendukung pencapaian target energi bersih nasional dan global dengan memberikan
rekomendasi berbasis kondisi lokal yang dapat diaplikasikan di daerah lain dengan tantangan
serupa. Dalam jangka panjang, Kabupaten Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi model
pengembangan ekonomi hijau di wilayah terpencil, terutama dengan memanfaatkan energi surya
dan biomassa yang melimpah serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan
bahwa kebijakan yang tepat, investasi yang memadai, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja
merupakan faktor kunci dalam mempercepat transisi energi hijau yang berkelanjutan. Oleh karena
itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi strategi implementasi yang lebih efektif,
termasuk mekanisme pendanaan dan insentif bagi pemangku kepentingan agar transisi energi hijau
dapat berjalan optimal di Merauke.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transisi energi hijau di Kabupaten Merauke masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek ketergantungan terhadap bahan bakar fosil,
keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, minimnya investasi, serta kurangnya tenaga kerja
terampil di sektor ini. Meskipun demikian, Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan
energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biomassa, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Evaluasi kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa
meskipun terdapat regulasi yang mendukung transisi energi hijau, implementasinya masih belum
optimal akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kurangnya insentif
bagi investor. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih efektif, seperti pemberian
insentif investasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, serta optimalisasi kerja
sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan energi hijau. Dengan
adanya kebijakan yang lebih terarah dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Merauke
berpotensi menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil melakukan transisi energi hijau,
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mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta berkontribusi pada pencapaian target energi bersih
nasional dan global.
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